BAB IlI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 46/PUU-VII11/2010 terhadap Bagian Waris Anak Luar Kawin maka penulis
menyimpulkan sebagai berikut bahwa pengubahan pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merubah substansi hukum dengan adanya
penyempurnaan hubungan perdata anak dengan orang tuanya, yakni jika awalnya ia hanya
memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, maka sekarang juga
mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya, tanpa memerlukan
pengakuan terlebih dahulu. Perubahan pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan memunculkan adanya hukum baru, yaitu dengan adanya
hubungan perdata antara anak dengan ayahnya dan keluarga ayahnya yang berupa hak dan
kewajiban, wali nikah serta hubungan pewarisan. Ketentuan bagian warisan anak luar
kawin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 863 KUHPerdata termasuk dalam hak waris
aktif anak luar kawin yang dapat diberlakukan bagi anak luar kawin alami yang tunduk

pada KUHPerdata.

B. Saran
Saran yang dapat penulis kemukakan berdasarkan hasil pembahasan ini adalah sebagai

berikut;



1. Bagi lembaga pemerintah sebaiknya lebih cepat untuk menindaklanjuti atau
melakukan sosialisasi dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang anak
luar kawin dah pembentukan Hukum Acara proses peradilan terhadap perkara
anak luar kawin mengenai kepastian status hukum anak luar kawin pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-V111/2010

2. Bagi masyarakat sebaiknya tidak melakukan diskriminasi terhadap anak luar

kawin karena pada dasarnya anak tetaplah anak dari bagi kedua orangtuanya
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